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DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN,

bahwa umiuk melaksanakan ketentwan Pasal 31B keputusan Menteri
Kevangan Nomoer 303KME.017:2000 teniang Perubahan Atas Kepuiusan
Mentert Kevangan Republik Tndonesia Nomor 48 KM 01 T/1999 tentany
keschatan Keuangan Perusahaan Aswransi dan Perusahaan Reasucans,
Jiperlukan ketentuan lebih lanjut mengenai investasi Perusahaan Asaransi
dan Perusahaan Reasuransi dengan sistim syani’ ah;

bahwa schubungan dengan itw dipandang perlu untuk menctapkan
ketenfuan  menecnai  jonis, penilaian dan pembatasan  investasi  bagi
Perusahaan Asurasni dan Perusalisan Reasuransi dengan sistem svariah
dalam svatu keputusan Direktor Jenderal Lembaga Keuangan.

Undang-undang Nomar 2 Tahun 1992 tentang Perusabaan Perasuransian
{Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13 dan
Tambihan Lembaran Megara Republik Indonesis Nomor 3467

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 teatang Penvelenggaraan
lsaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 1992
Nomar 120 dan Tambahan | emharan Negara Nomor 3506), sebagaimana
elah diubah dengan Peraturan Pemuriatah Nomor 63 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1929 Nomor 113 dan
Tambahan Letnbaran Negary Nomor 386 1),

Reputusan  Menteri  Kevangan  Nomaor 431/KMK 01771999 tentang
Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Keputusan Menteri Kevangan Nomor 303/KMK.017/2000  tentang
Perubahan atas Keputusan Menteri Keyangan Nemor 48 /K MK 0H 7419459
tentang  Kesshatan Kewangan Perusahaan Asuransi dan  Perusahaan
Reasuransi;

Kepuusan Menteri Keuangan Nomor 1254/KMK.01/1992 tentang
{rganisasi dan Tata Kerja Dircktorat Jenderal Lembaga Keuangan.,
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MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KLELANGAN
TENTANG  INVESTASI  PERUSAHAAN  ASURANST  DaAN
PERLSAHAAN REASUR ANSI DENGAN SISTEM SYART'AH.

Pasal 1

lenis investasi bagi Perusahaan Asuransi Jan Perusabaan Reasuransi dengan sistemn svariak
terdiri dari:

a. :Jeposito dan sertifikat deposito Svariah;
b, Sertifikat Wadi'ah Bank lndoncesia;
=.  Saham syariah yang lercatat di bursa efel::
d. Obligasi svariab vanyg tercatal di bursa efek;
2. Surat berhargs syvariah yang diterbitcan atau dijamin oleh Pemerintah;
I Unil penyertaan reksadana syaciah;
2. Penycrtaan langsung syariah;

. Bangunan atau tacah dengan bangungan urtuk investasi;

Pembiavaan kepemilikan tanah dan stay bangunan, kendzraan bermolor, dan barang nogdal
dengan skema murabahah (jual beli dengan pembavaran ditangguhkan);

. Pembiayaan modal kerja dengar. skema mudharabah (bagi hasil}

k. Pinjaman polis.

Pusal 2
Penilaian atas jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal | adalah sebhagai berikut:

Deposile berjangka, berdasarkan nilai nominadi:

Sertifikat W adi’ah Bank Indonesia, berdasarkan nilal nominal;

Saham dan obligasi yang tereatat di bursa efek, berdasarkan nilai pasa:;

Unit penyertiasn reaksadana syart ah, berdasarkan nilai aktiva Sersih:

Sertifikat deposite dan surat berharga yang diterbilkan atau dijamin oleh Pemicrintah.
berdasarkan nilai cominal;

f. Pemyertaan langsung syari’sh, berdasarkan nilai ekuitas;

£. Bangunan, atau tanah dengan bangunan untuk investasi, berdasarkan nilai yang ditetapkan
olel lembaga penilai yang terdaftar pada instanst yang berwenang, atau berdasarkan Nilai
Jual Obvek Pajak (NJOPY,
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Fembiayaan kepemilikan tanah dan atan bangunan, kendaraah termotor, dan barang moda.

dengan skema murabahah (jual beli dengan pembavarar: ditanggubkan) berdasarkan nila
sisa pinjanan;

I, Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah {bagi hasil) berdasarkan nilal sisa
Ainjaman;
] Pinjaman polis, berdasarkan nilai sisa pinjaman.

Pasal 3

Pembatasan investasi pada jenis-jenis investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal | i s
adalah schagai berikur

.

Investasi dalam bentuk deposity pada setiap Bank Perkreditan Rakyal Syarizh, Lidak
melebihi 1% (salo per seratus) dari jumiah investasi:

Investasi dalam bentuk saham yang terdaftar di bursa efek Indonesia untuk setiap
emiten masing-masing tidak melebihi 20% {dua puluh per serzius) dari jumiah
investasi;

Investasi dalam bentuk obligasi yang lerdaftar di bursa efek Tndonasia, unk setiap
emiten masing-masing tidak melebini 20% (duz pulvh per seratus) dari juralah
investasi:

Investasi dalam benluk saham yang terdaftar di bursa efek di luar negeri, untuk setiap
cmiten masing-masing tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi:

Investasi dalam benwk obligasi vang terdallar i bursa efek di luar neperi, untuk setiap
elmiten masing-masing Lidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari junilah investasi;

Investasi dalam bentuk unit penyertaan reksadana, seluruhnya tidak melebihi 209, {dua
pulul per seratus) dari jumlah investasi;

Investas] dalam benuk penvertaan langsung svari‘ah, seliruhnya tidak meichihi 10%
(sepulch per seratus) dari jurilah investasi;

Investasi dalam- bentuk bangunan ates tanah dengan bangunan, seluruhnva tiduk
melebiki 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi:

Investasl dalam bentuk kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor dan
barang modal dengan skema murabahah selurulaya ridak melebihi 30% {tiga puluh per
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seratus ) dari jumlah invésiasi, dan masing-nasing unit tidak melebihi 1% (satu per
seratus) dari jumlab investasi '

Investasi dalam benquk pembiavaan modal kerfa denngan skemma mudhacabak
selurulmya tidak melebili 30% {tiga puluh per seratusy dari jurtlah inveslasi dengar
ketentnan hesarnya setiap pinjaman tidak melebihi 73% (tujub puluh per seratus} dari
nilal juminan yang lerkecil diantara nilai yang ditetapken oleh lembaga penilai vang
terdaftar pada instansi yang berwenang atau Milai Jual Ohjek Pajak (NJOP), -

Pasal 4

Kupulusan ini berlaku sejak tangpal ditetapkan.

Ditctapkan di Jakarta
Pada tanggal .11 Septamber 2000
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